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ABSTRACT
Background: The membership of employees in Accident Benefit Program and occupational health and safety
implementation at workplace are business-owner responsibility. Business group type III as the member of
Employment Accident Benefit Program when not performing accident prevention efforts will not be expected to
decrease employment accident to zero and it implicates in the escalation of employment accident claims.
Method: The research periods were 4 months (April – August 2006) and located at PT Jamsostek Medan
branch. Survey research with correlation setting was used as research method. The research samples
involves 105 enterprises from business group type III as the member of Employment Accident Benefit Program
at PT Jamsostek Medan Branch, which their employees experiencing employment accident during one year
(January 1st until December 31st 2005), and being reported to PT Jamsostek Medan Branch and receives
employment accident benefit. The research data that consist of number of employment accident and employment
accident benefit were collected from Employment Accident Report Phase I (Jamsostek Form 3) and Employment
Accident Report Phase II (Jamsostek Form 3a), and number of employee membership data of Accident Benefit
Program at PT Jamsostek Medan Branch. Spearman’s product moment correlation was used to analyze data.
Results: There is a significant relationship (p <0.01) between number of employees membership in Employment
Accident Benefit Program and number of employment accident, regression coefficient was (r) = 0.258. There is
strongly significant relationship (p < 0.01) between number of employment accident and number of employment
accident benefit, correlation coefficient was (r) = 0.641.
Conclusion: To reduce number of employment accident and employment accident benefit, business group type
III must performs the occupational health and safety in order to generate healthy and safety workplace and to
comply the occupational health And safety regulation. PT Jamsostek was expected to actively participating and
continued supporting the occupational health and safety implementation by enterprises as the membership of
Employment Accident Benefit Program and cooperates with Local Manpower Institution which also assigned on
developing and supervising the occupational health and safety implementation.
Keywords: membership of employees in the Employment Accident Benefit Program, employment accident,
employment accident benefit
Satu dari empat Program Jamsostek adalah
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Program
JKK merupakan jaminan yang diberikan kepada
tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang
hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat
kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan kerja,
demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam
perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat
kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa
atau wajar dilalui. Kepesertaan perusahaan dalam
PENDAHULUAN
Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan hak setiap
tenaga kerja dan perusahaan wajib mendaftarkan
tenaga kerjanya sebagaimana dinyatakan pada pasal
2 Undang-Undang (UU) RI No. 3/1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan ditegaskan
kembali pada pasal 99 ayat 1 UU RI No. 13/2003
tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap pekerja/buruh
dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan
sosial tenaga kerja.
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Program JKK terdiri atas lima kelompok jenis usaha
yaitu kelompok jenis usaha I, II, III, IV, dan V.
Pengelompokan ini berdasarkan pada tingkat risiko
pekerjaan yang kaitannya dengan pembayaran iuran
jaminan kecelakaan kerja.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil I
PT Jamsotek (2006)1, jumlah kepesertaan
perusahaan dan tenaga kerja dalam Program JKK
pada PT Jamsostek Cabang Medan hingga
Desember 2005 terbanyak dari 7 Kantor Cabang di
Provinsi Sumatera Utara. Kepesertaan perusahaan
sebanyak 1.502 perusahaan (24,38% dari 6.162
perusahaan peserta Program JKK di Provinsi
Sumatera Utara) terdiri dari kelompok jenis usaha I,
II, III, IV, dan V masing-masing sebanyak 725
perusahaan, 155 perusahaan, 557 perusahaan, 27
perusahaan, dan 38 perusahaan. Jumlah
kepesertaan tenaga kerja sebanyak 33.724 orang
(30,05% dari 112.227 tenaga kerja peserta Program
JKK di Provinsi Sumatera Utara).
Jumlah kecelakaan kerja dan jaminan
kecelakaan kerja yang dibayar kelompok jenis usaha
I, II, III, IV, dan V peserta Program JKK pada PT
Jamsostek Cabang Medan tahun 2005 masing-
masing 536 kasus dan Rp 1.019.003.259,00, 331
kasus dan Rp 928.179.978,00, 564 kasus dan
Rp1.087.368.867,00, 118 kasus dan
Rp384.089.108,00, 207 kasus dan
Rp825.473.277,00.1 Berdasarkan data ini,
pelingkupan masalah penelitian difokuskan pada
kelompok jenis usaha III sebagai kelompok jenis
usaha terbanyak dalam jumlah kecelakaan kerja dan
jaminan kecelakaan kerja.
Tingginya angka kecelakaan kerja pada
perusahaan kelompok jenis usaha III peserta
Program JKK pada PT Jamsostek Cabang Medan
merupakan konsekuensi dari masih banyak
manajemen perusahaan beranggapan bahwa dengan
kepesertaan tenaga kerja dalam Program JKK
ditujukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko
(risk reduction) sehingga mengabaikan pelaksanaan
keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Semakin
banyak perusahaan yang mengabaikan pelaksanaan
K3, semakin sulit untuk menurunkan jumlah
kecelakaan kerja yang implikasinya meningkatkan
jaminan kecelakaan kerja.
Kepesertaan tenaga kerja perusahaan dalam
Program JKK hanya sebatas mengalihkan risiko
(risk transfer) kepada badan penyelenggara PT
Jamsostek agar tenaga kerja yang mengalami
kecelakaan kerja mendapatkan jaminan kecelakaan
kerja dan perusahaan wajib membayar iuran jaminan
kecelakaan kerja. Oleh karena itu kepesertaan
perusahaan dalam Program JKK harus dibarengi
dengan pencegahan kecelakaan kerja melalui
pelaksanaan K3 di tempat kerja. Pelaksanaan K3
yang efektif akan mengurangi angka kecelakaan
kerja (termasuk penyakit akibat kerja) dan
mengurangi biaya kompensasi (jaminan kecelakaan
kerja) bagi tenaga kerja.2 Pelaksanaan K3 memberi
hasil secara langsung yaitu penurunan angka
kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, klaim
asuransi, dan waktu kerja yang hilang serta
penghematan biaya keseluruhan.3 Pelaksanaan K3
tidak hanya mengurangi angka kecelakaan kerja,
melainkan menurunkan biaya langsung berupa
jaminan kecelakaan kerja.4
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan jumlah kepesertaan tenaga kerja dengan
jumlah kecelakaan kerja, hubungan jumlah
kecelakaan kerja dengan jumlah jaminan kecelakaan
kerja pada perusahaan kelompok jenis usaha III
peserta Program JKK PT Jamsostek Cabang
Medan.
BAHAN DAN CARA PENELITIAN
Waktu penelitian selama 4 bulan (April - Agustus
2006) dan lokasi penelitian Kantor PT Jamsostek
Cabang Medan). Populasi penelitian adalah seluruh
perusahaan kelompok jenis usaha III aktif peserta
Program JKK pada PT Jamsostek Cabang Medan
tahun 2005. Sampel penelitian adalah seluruh
perusahaan kelompok jenis usaha III peserta
Program JKK pada PT Jamsostek Cabang Medan
yang tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja
selama kurun waktu 1 tahun (1 Januari - 31
Desember 2005) dan melaporkannya ke PT
Jamsostek Cabang Medan untuk mendapatkan
jaminan kecelakaan kerja yaitu sebanyak 105
perusahaan. Jenis penelitian merupakan penelitian
survei dengan disain korelasional. Data penelitian
yang dikumpulkan meliputi jumlah kecelakaan kerja
yang diperoleh dari Formulir Jamsostek 3 Bentuk
K.K. 3 (Laporan Kecelakaan Tahap I), jumlah jaminan
kecelakaan kerja yang diperoleh dari Formulir
Jamsostek 3a Bentuk K.K. 3 (Formulir Laporan
Kecelakaan Tahap II), dan data kepesertaan tenaga
kerja perusahaan kelompok jenis usaha III peserta
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Program JKK diperoleh dari Kantor PT Jamsostek
Cabang Medan. Untuk menguji hubungan jumlah
kepesertaan tenaga kerja dengan jumlah kecelakaan
kerja dan hubungan jumlah kecelakaan kerja dengan
jumlah jaminan kecelakaan kerja digunakan uji
korelasional Product Momen Spearman.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi jumlah kepesertaan tenaga kerja
dalam Program JKK, jumlah kecelakaan kerja,
dan jumlah jaminan kecelakaan kerja
Pada Tabel 1 tertera jumlah kepesertaan tenaga
kerja, jumlah kecelakaan kerja, dan jumlah jaminan
Tabel 1. Jumlah kepesertaan tenaga kerja, jumlah kecelakaan kerja, dan jumlah jaminan kecelakaan kerja
yang dibayar pada perusahaan kelompok jenis usaha III peserta program JKK
PT Jamsostek Cabang Medan tahun 2005
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kecelakaan kerja dari 105 perusahaan kelompok
jenis usaha III peserta Program JKK pada PT
Jamsostek Cabang Medan tahun 2005.
Dari 105 perusahaan kelompok jenis usaha III
peserta Program JKK terbanyak bergerak pada jenis
usaha industri-industri lain yaitu 20 perusahaan
(19,05%), diikuti berurut hingga terendah yaitu hotel
13 perusahaan (12,38%); jasa angkutan/ekspedisi
7 perusahaan (6,66%); percetakan 6 perusahaan
(5,71%); pabrik barang logam lainnya, penggergajian
kayu, rumah makan dan minuman, pabrik keperluan
kaki, pabrik barang dari logam masing-masing 5
perusahaan (4,76%); pabrik penggilingan (remilling)
karet dan pabrik kimia lainnya masing-masing 3
perusahaan (2,86%); pembuatan mebel rotan, pabrik
mebel kayu, industri minyak kelapa sawit masing-
masing 2 perusahaan (1,90%); perusahaan
kehutanan, pabrik roti dan kue, pabrik kecap, pabrik
minyak goreng, industri makanan, pabrik minuman
dari alkohol, perusahaan air minum, pabrik kayu
Berita Kedokteran Masyarakat
Vol. 26, No. 1, Maret 2010 halaman 12 - 21
16  Berita Kedokteran Masyarakat, Vol. 26, No. 1, Maret 2010
gabus, pabrik pembuatan barang kayu lain, vulkanisir
ban, pabrik terpentin dan damar, pabrik sabun, pabrik
obat-obatan, pabrik tegel, pabrik pengecoran besi,
industri barang logam mulia, pabrik es, perusahaan
air, dan penyiaran radio masing-masing 1 perusahaan
(0,95%).
Kepesertaan tenaga kerja dalam Program JKK
perusahaan kelompok jenis usaha III dalam Program
JKK sebanyak 14.951 orang (44,33% dari 33.724
orang tenaga kerja peserta Program JKK pada PT
Jamsostek Cabang Medan). Kepesertaan tenaga
kerja terbanyak pada perusahaan industri sarung
tangan yaitu sebanyak 773 orang dan tersedikit pada
usaha percetakan yaitu sebanyak 7 orang.
Pengusaha wajib mendaftarkan seluruh tenaga
kerjanya dalam Program JKK sehingga tidak ada
perusahaan yang daftar sebagian tenaga kerja.
Perusahaan daftar sebagian tenaga kerja akan
menimbulkan dampak yang merugikan bagi tenaga
kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang
mengakibatkan cedera atau kematian pada seorang
tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta
Program Jamsostek, maka tenaga kerja tersebut
tidak akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja
atau biaya akibat kecelakaan kerja ditanggung oleh
pengusaha. Selain itu juga merugikan bagi
pengusaha yaitu ancaman berupa hukuman
kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp50 juta sebagaimana yang
ditetapkan pada pasal 29 ayat 1 UU RI No. 3/1992.
Konsekuensi dari perusahaan yang tidak masuk
dalam kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja
akan5: 1) Meningkatkan biaya produksi sehubungan
dengan meningkatnya biaya langsung dan tidak
langsung sebagai komponen biaya kecelakaan kerja.
2) Menurunkan produk nasional bruto sebagai akibat
kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian biaya
untuk korban kecelakaan kerja, peralatan, fasilitas,
dan bahan baku. Kerugian ini tergantung pada tenaga
kerja, modal, dan sumber daya bahan baku yang
tersedia. 3) Selain biaya kompensasi kecelakaan
kerja, bertambahnya biaya untuk iuran asuransi dan
menyiapkan tindakan keselamatan kerja yang
diperlukan untuk mencegah kejadian kecelakaan
kerja yang sama tidak terulang kembali.
Jumlah kecelakaan kerja pada 105 perusahaan
kelompok jenis usaha III peserta Program JKK PT
Jamsostek Cabang Medan sebanyak 564 kasus
selama tahun 2005. Jumlah kecelakaan kerja
terbanyak pada salah satu pabrik kimia lainnya
(perusahaan peleburan logam) yaitu sebanyak 87
kasus dan tersedikit pada berbagai jenis usaha
seperti percetakan, pabrik mebel kayu, pabrik
keperluan kaki, distributor gas, penyiaran radio,
pabrik es, perusahaan air minum, industri-industri
lain, rumah makan dan minuman, industri pembuatan
sandal, industri minyak kelapa sawit, hotel, terpentin
dan damar, jasa angkutan/ekspedisi, pabrik sabun,
pabrik barang dari logam, remilling karet, pengolahan
air minum, pengolahan/penggergajian kayu, pabrik
minuman dari alkohol, pabrik keperluan kaki, pabrik
obat nyamuk bakar, industri pembuatan plastik,
vulkanisir ban, pabrik roti dan kue masing-masing 1
kasus. Banyak atau sedikitnya jumlah kecelakaan
kerja tergantung pada bahaya dan risiko pekerjaan
di tiap jenis usaha dan sejauhmana upaya K3 yang
dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam
mengurangi bahaya dan risiko tersebut melalui
pelaksanaan K3.
Perlindungan tenaga kerja melalui pelaksanaan
K3 merupakan kewajiban manajemen sebagaimana
ditetapkan pada UU RI No. 1/1970 tentang
Keselamatan Kerja dan dipertegas kembali pada
pasal 86 UU RI No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
yaitu setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk
memperoleh perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja, dan untuk melindungi keselamatan
pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja
yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan
dan kesehatan kerja. Upaya K3 dimaksudkan untuk
memberikan jaminan keselamatan kerja dan
meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh
dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit
akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja,
promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
Jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan
kepada tenaga kerja korban kecelakaan kerja
meliputi biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan,
pengobatan, dan/atau perawatan, biaya rehabilitasi
dalam bentuk alat bantu (orthese) dan atau alat ganti
(prothese), biaya pemakaman, santunan sementara
tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian
untuk selama-lamanya, santunan cacat total untuk
selama-lamanya, santunan cacat kekurangan fungsi,
dan santunan kematian. Jumlah jaminan kecelakaan
kerja yang dibayar kepada tenaga kerja dari 105
perusahaan kelompok jenis usaha III peserta
Program JKK pada PT Jamsostek Cabang Medan
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sebesar Rp1.087.368.867,00 untuk 564 kasus
kecelakaan kerja selama tahun 2005 atau rerata
jaminan kecelakaan kerja yang dibayar sebesar
Rp1.927.958,98 setiap kasus kecelakaan kerja.
Jumlah jaminan kecelakaan kerja yang dibayar
terbanyak pada pabrik pengecoran logam yaitu
sebesar Rp87.157.096,00 untuk 87 kasus
kecelakaan kerja dan tersedikit pada usaha hotel
yaitu sebesar Rp76.000,00 untuk 1 kasus
kecelakaan kerja. Jumlah jaminan kecelakaan kerja
semakin bertambah bila jumlah kecelakaan kerja
meningkat yang disertai dengan tingkat cedera yang
parah atau kematian.
Hubungan jumlah kepesertaan dengan angka
kecelakaan kerja
Pada Tabel 2 tertera hasil analisis hubungan
jumlah kepesertaan tenaga kerja dengan jumlah
kecelakaan kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa
ada hubungan yang sangat signifikan (p < 0,01)
jumlah kepesertaan tenaga kerja dengan jumlah
kecelakaan kerja, koefisien korelasi (r) = 0,258.
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada
hubungan jumlah kepesertaan tenaga kerja dengan
jumlah kecelakaan kerja diterima. Hubungan jumlah
kepesertaan tenaga kerja bersifat searah dengan
jumlah kecelakaan kerja, artinya semakin banyak
jumlah kepesertaan tenaga kerja dalam Program JKK
semakin banyak jumlah kecelakaan kerja. Hal ini
mengindikasikan bahwa ternyata masih banyak
pengusaha mempunyai pemahaman yang tidak
benar terhadap kepesertaan tenaga kerja dalam
Program JKK ditujukan untuk mengurangi risiko
sehingga K3 tidak dilaksanakan. Kecelakaan kerja
sering terjadi disebabkan kegagalan dalam
pelaksanaan K3.6 Oleh karena itu, diperlukan upaya
pelaksanaan K3 untuk menekan jumlah kecelakaan
kerja.
Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan
apabila K3 dilaksanakan dengan baik dan kontinu
di samping pencegahan kecelakaan kerja yaitu
waktu kerja tidak terbuang untuk pekerjaan
sehubungan kejadian kecelakaan kerja seperti
mengantar korban kecelakaan kerja untuk
mendapatkan perawatan, melaporkan kejadian
kecelakaan kerja, mengurus klaim jaminan
kecelakaan kerja, melakukan investigasi kecelakaan
kerja, mengganti tenaga kerja korban kecelakaan
kerja, memberi pelatihan bagi tenaga kerja
pengganti, mengganti sarana dan fasilitas kerja yang
rusak, dan membenahi lingkungan kerja. Demikian
pula petugas PT Jamsostek tidak disibukkan dengan
pekerjaan seperti verifikasi kejadian kecelakaan kerja
dan pelayanan klaim kecelakaan kerja. Dana jaminan
kecelakaan kerja dapat dialokasikan untuk
kepentingan upaya promotif dan preventif.
Kepesertaan tenaga kerja dalam Program JKK
merupakan hak tenaga kerja sebagai salah satu
bentuk perlindungan dasar terhadap aspek K3.
Kepesertaan seluruh tenaga kerja dalam Program
JKK di tiap perusahaan disertai dengan pelaksanaan
K3 akan tercipta iklim K3 di tempat kerja. Iklim K3
di perusahaan berkorelasi dengan angka kecelakaan
kerja, angka kecelakaan kerja lebih sedikit terjadi di
perusahaan dengan iklim K3 yang baik dibanding
perusahaan dengan iklim K3 yang tidak kondusif
dalam arti tidak ada upaya pengendalian risiko yang
merupakan inti dari pelaksanaan K3.7 Risiko K3
harus dikendalikan agar tidak terjadi kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja.8 Pelaksanaan K3 pada
tingkat perusahaan berdampak positif terhadap
pengurangan risiko dari bahaya di tempat kerja.9
Sejumlah penelitian memberi bukti empiris
bahwa pelaksanaan K3 sebagai karakteristik dari
budaya K3 di perusahaan berdampak terhadap angka
kecelakaan kerja yang rendah dan tercermin pada
kinerja K3 yang tinggi. Kinerja K3 di negara industri
maju lebih tinggi dibanding negara industri
berkembang karena lebih mementingkan penekanan
konsistensi dari komitmen manajer senior dan
Tabel 2. Hasil analisis hubungan jumlah kepesertaan tenaga kerja
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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pimpinan perusahaan terhadap pelaksanaan K3.10
Pelaksanaan K3 merupakan investasi bagi
perusahaan agar dapat melakukan efisiensi terhadap
biaya-biaya yang tak terduga akibat kecelakaan
kerja. Upaya strategis yang dapat dilakukan untuk
menggiring pola pikir pengusaha agar berorientasi
terhadap K3 melalui11: 1) Pendekatan kebijakan
regulasi (peraturan perundangan) K3 agar
dilaksanakan dan dilakukan penegakan hukum bila
terjadi pelanggaran. 2) Pendekatan psikologis melalui
upaya menumbuhkan kesadaran terhadap K3. 3)
Pendekatan hak azasi dalam bentuk memberikan
perlindungan terhadap jiwa tenaga kerja dan
memenuhi hak mendapatkan pekerjaan yang layak
sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
Hubungan angka kecelakaan kerja dengan
jaminan kecelakaan kerja
Pada Tabel 3 tertera hasil analisis hubungan
jumlah kecelakaan kerja dengan jumlah jaminan
kecelakaan kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa
ada hubungan yang sangat signifikan (p < 0,01)
jumlah kecelakaan kerja dengan jumlah jaminan
kecelakaan kerja, koefisien korelasi (r) = 0,641.
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada
hubungan jumlah kecelakaan kerja kerja dengan
jumlah jaminan kecelakaan kerja diterima. Hubungan
jumlah kecelakaan kerja bersifat searah dengan
jumlah jaminan kecelakaan kerja, artinya semakin
banyak jumlah kecelakaan kerja yang disertai
dengan tingkat cedera yang parah semakin banyak
jumlah jaminan kecelakaan kerja yang dibayar
kepada korban kecelakaan kerja.
Faktor penyebab tingginya angka kecelakaan
kerja di Indonesia yaitu12: 1) Minimnya kesadaran
dan keengganan pihak perusahaan untuk
menerapkan K3 dalam lingkungan kerjanya. 2) Tidak
adanya sanksi hukum yang berat bagi perusahaan
yang melanggar standar K3 yang ditetapkan oleh
pemerintah. 3) Sumber daya manusia pekerja yang
kurang terampil mengoperasikan peralatan kerja
(mesin, bahan kimia, dan alat-alat listrik lainnya).
Pada umumnya pendidikan para pekerja terutama
pekerja kasar dan buruh pabrik tergolong rendah. 4)
Sikap dan peri laku pekerja yang enggan
menggunakan alat keselamatan kerja yang
disediakan perusahaan. 5) Kapasitas, beban, dan
lingkungan kerja yang tidak kondusif. 6) Fasilitas
K3 yang tidak memadai. 7) Alat-alat atau fasilitas
perlindungan kerja yang digunakan sudah tidak aman
lagi atau kadaluarsa dan tidak memenuhi standar
K3 nasional. 8) Faktor kelalaian pengawasan internal
perusahaan dan penegakan hukum K3 yang sangat
lemah. 9) Pemilik perusahaan masih terjebak pada
paradigma berpikir yang salah, bahwa pencegahan
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
merupakan komponen biaya dan bukan investasi.
Mereka belum melihat manfaat dari pelaksanaan
program K3.
Angka kecelakaan kerja dan kerugian akibat
kecelakaan kerja masih tinggi di Indonesia, K3 masih
bersifat slogan dan belum membudaya di tengah
masyarakat, K3 masih dipandang dalam lingkup
sempit (terbatas dalam lingkup kerja) belum menjadi
bagian integral dari bisnis atau kegiatan
pembangunan.13
Tingginya angka kecelakaan kerja terkait
dengan masalah pelaksanaan K3 di tempat kerja.
Permasalahan pelaksanaan K3, antara lain: relatif
rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam
hal K3 sehingga masalah K3 belum menjadi prioritas
program, kualitas tenaga kerja yang relatif rendah
berkorelasi dengan kesadaran dan pemahaman atas
K3, tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor
produksi dalam perusahaan dan belum ditempatkan
sebagai mitra usaha, masalah kecelakaan kerja
masih dilihat dari aspek ekonomi dan belum dilihat
dari aspek moral dan hak azasi manusia, alokasi
anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil,
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Tabel 3. Hasil analisis hubungan jumlah kecelakaan kerja dengan
jumlah jaminan kecelakaan kerja
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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pembinaan, dan penegakan hukum relatif masih
rendah.14
Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat
kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh
tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk
menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh
penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-
risiko sosial seperti kematian atau cacat karena
kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka
diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja.
Pengusaha berkewajiban mengasuransikan seluruh
tenaga kerjanya dalam suatu sistem kompensasi
kecelakaan kerja (jaminan kecelakaan kerja) yang
dikelola oleh badan penyelenggara.15 Dalam hal
kejadian kecelakaan kerja (termasuk penyakit akibat
kerja) di tempat kerja, badan penyelenggara
memberikan kompensasi terhadap seluruh tenaga
kerja yang mengalami cedera atau cacat termasuk
kematian.16 Jaminan kecelakaan kerja dapat dibayar
bila terdapat cedera dan kematian pada tenaga kerja
yang disebabkan dalam hubungan pekerjaan.17
Sistem kompensasi kecelakaan kerja diciptakan
untuk memberikan pelayanan kesehatan kerja dan
rehabilitasi bagi tenaga kerja yang cedera dan cacat,
juga memberikan santunan sementara tidak mampu
bekerja bagi tenaga kerja yang cedera dan santunan
cacat.18 Kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja
yang mengakibatkan tenaga kerja cedera tidak
mempengaruhi kontribusi keuangan perusahaan
terhadap jaminan kecelakaan kerja apabila
perusahaan telah mendaftarkan tenaga kerjanya
dalam Program JKK.19
Pelaksanaan K3 merupakan upaya proaktif
dalam pencegahan kecelakaan kerja di samping
upaya reaktif berupa adanya jaminan kecelakaan
kerja mengingat kejadian kecelakaan kerja tidak
dapat diprediksi (unpredictable). Ada enam alasan
utama pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja melalui pelaksanaan K3 yaitu20: 1)
Menyelamatkan masa depan tenaga kerja. 2)
Kegagalan dalam pencegahan kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja merupakan tanggung jawab
manajemen dan tenaga kerja. 3) Kejadian
kecelakaan kerja menurunkan efisiensi dan
produktivitas kerja. 4) Kejadian kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja menimbulkan kerawanan sosial.
5) Pelaksanaan K3 ditujukan untuk menurunkan angka
kecelakaan kerja dan angka keparahan kecelakaan
kerja. 6) Adanya tuntutan dari pemerintah untuk
menyediakan tempat kerja yang sehat dan aman.
Pelaksanaan K3 diawali dengan adanya
pernyataan kebijakan manajemen untuk
menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman
serta membuat mekanisme dan struktur organisasi
dengan prinsip penerapan yang efektif. Manajemen
harus mempunyai komitmen untuk menyediakan
sumber daya yang diperlukan yaitu tenaga kerja dan
finansial dalam rangka mendukung mekanisme dan
struktur organisasi dari pelaksanaan K3. Selain itu
harus ada perencanaan K3 yang terperinci dan berisi
penjelasan dari tujuan K3 dan terukur. Kinerja
pelaksanaan K3 merupakan indikator yang dapat
diukur melalui audit K3 untuk meyakinkan
keberhasilan pelaksanaan K3 dan dapat
dibandingkan dengan sebelumnya.21 Keberhasilan
pelaksanaan K3 diperlukan komitmen manajemen
terhadap K3, tugas dan tanggungjawab, prosedur
K3, mekanisme komunikasi K3, identif ikasi,
pencegahan dan pengendalian bahaya, investigasi
kecelakaan kerja, pelatihan K3, dokumentasi dan
evaluasi program K3.22 Kinerja pelaksanaan K3
ditentukan oleh kemauan dan keterlibatan seluruh
jajaran dalam manajemen dan tenaga kerja serta
keikutsertaan Panitia Pembina K3 (P2K3) dalam
pelaksanaan K3 yang berdampak terhadap
penurunan jumlah kecelakaan kerja dan klaim
kecelakaan kerja (jaminan kecelakaan kerja).10
KESIMPULAN DAN SARAN
Ada hubungan yang sangat signifikan (p < 0,01)
jumlah kepesertaan tenaga kerja dengan jumlah
kecelakaan kerja dan ada hubungan yang sangat
signifikan (p < 0,01) jumlah kecelakaan kerja dengan
jumlah jaminan kecelakaan kerja. Hasil penelitian
ini disimpulkan bahwa dibutuhkan komitmen yang
kuat dari manajemen dan keterlibatan seluruh tenaga
kerja perusahaan kelompok jenis usaha III peserta
Program JKK pada PT Jamsostek Cabang Medan
dalam pelaksanaan K3 untuk mengurangi jumlah
kecelakaan kerja dan jaminan kecelakaan kerja.
Pelaksanaan K3 harus mendapat dukungan dari
berbagai pihak yang peduli terhadap K3 dan adanya
pembinaan dan pengawasan yang intens terhadap
pelaksanaan K3 dari pegawai pengawas dinas
tenaga kerja setempat.
PT Jamsostek tidak hanya mengejar target
kepesertaan tenaga kerja sebanyak-banyaknya
dalam Program JKK, melainkan diharapkan dapat
berpartisipasi secara aktif dan kontinu membantu
pelaksanaan K3 di perusahaan peserta Program JKK
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dan berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja
setempat. Adapun bentuk kegiatan yang dapat
dilakukan PT Jamsostek dalam pelaksanaan K3
yaitu promosi K3 di tempat kerja, penyebarluasan
informasi dan pengetahuan K3, sosialisasi peraturan
perundangan K3, bantuan pengadaan alat pelindung
diri, pelatihan K3, dan pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja.
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